BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.108, 2008 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Tata Cara
Pembebasan Bersyarat. Asimilasi. Cuti.
Pel aksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH.01.PK.05.06 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|

MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT

DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a bahwa ketentuan mengena pemberian Asimilas,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Culti
Bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat
terutama terkait dengan perhitungan 1/3 (satu pertiga), 1/2
(satu perdua) , dan 2/3 (dua pertiga) masa menjalani pidana;

b. bahwa guna mempercepat proses pemasyarakatan yang
efektif dan efisen pada Pasal 8 Bab Il mengenai Syarat-
syarat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Asimilas, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat perlu diubah;
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Mengingat

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetgpkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Asimilas, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Il Nomor
9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh
Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah
beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan
dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan
Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana,
Kgahatan, Penerbangan, dan Kgahatan Terhadap
Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3668);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3845);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3846);

6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 223);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas,
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesi a;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005
tentang Organisas dan Tata Kerja Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesi a;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI,
PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG
BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasdl |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
diubah sebagal berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

(1) Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:
a. sgak ditahan;
b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya
masa menjalani pidanadihitung sejak penahanan terakhir;

c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa
penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
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d. perhitungan 1/3 (satu pertiga), 1/2 (satu perdua), atau 2/3 (dua
pertiga) masa pidana adalah 1/3 (satu pertiga), 1/2 (satu perdua), atau
2/3 (dua pertiga) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung
sgjak ditahan.

(2)ketentuan mengenai perhitungan 1/3 (satu pertiga), 1/2 (satu perdua),
atau 2/3 (dua pertiga) masa pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor : M.01.PK.04.10
Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilag,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 30 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATTA

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 30 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATTA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
M.HH.01.PK.05.06 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

CONTOH : PERHITUNGAN 2/3 (DUA PERTIGA) MASA PIDANA
2/3 x (Pidana— Remisi)
IDENTITAS
Nama : SARMAN
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin . Laki-laki
Agama . Islam
No. Register . B1.310/D/2004
Perkara . Pengedar uang palsu/ 245 KUHP
Pidana : 3 Tahun
Putusan : PN. Marabahan, No. 145/PID.B/2005/PN.Mrb,

Tanggal 30-01-2006
Ditahan sgjak tanggal : 28-08-2005

REMISI-REMISI YANG DIDAPAT:
0 R.Umum Tahun 2006 =1bl
0 R. Khusus Tahun 2006 =1 bl
0 R.Umum Tahun 2007 =3 bl (+)
Jumlah Remis =50l
PERHITUNGAN 2/3 (DUA PERTIGA) MASA MENJALANI
TAHANAN PIDANA

Perhitungan 2/3 (dua pertiga) Masa Pidana, 2/3 (dua pertiga)
(Hukuman — Remis)

Pidana = 3thObl Ohr

Jml. Remisi = 0th5bl Ohr(-)

2/3 dari = 2th7bl Ohr = 1th 8bl 20hr
Terhitung sgak = 28-08-2005+ 1th8bl 20 hr

Tgl. 2/3MasaPidana = 15-05-2007
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CONTOH : PERHITUNGAN 2/3 (DUA PERTIGA) MASA PIDANA
(2/3 x Pidana) — Remisi
IDENTITAS
Nama : SARMAN
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama . Islam
No. Register . B1.310/D/2004
Perkara . Pengedar uang palsu/ 245 KUHP
Pidana : 3 Tahun
Putusan : PN. Marabahan, No. 145/PID.B/2005/PN.Mrb,

Tanggal 30-01-2006
Ditahan sgjak tanggal : 28-08-2005

REMISI-REMISI YANG DIDAPAT:

0 R.UmumTahun2006 =1hl

0 R.Khusus Tahun2006 =1hl

0 R.Umum Tahun 2007 =3bhl (+)
Jumlah Remis =50l

PERHITUNGAN 2/3 (DUA PERTIGA) MASA MENJALANI
TAHANAN PIDANA

Perhitungan 2/3 (dua pertiga) Masa Pidana, (2/3 x Hukuman) — Remisi
Pidana = 3th OblOhr
2/3dari = 3th OblOhr = 2thOblOhr
5bl0hr(-)
1th7blOhr
= 28-08-2005+1th7bl Ohr
Tgl. 2/3MasaPidana = 26-03-2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATTA
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